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PUTUSAN
Nomor : 0491/Pdt.G/2013/PA. KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut
Penggugat ;
MELAWAN
Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal
10 September 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung
di bawah register perkara Nomor : 0491/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 10 September
2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di

Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 04 April 1990, yang tercatat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/10/11/1990 Tanggal 28 Februari 1990 ;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal dirumah orang tua penggugat di desa Pampangan selama 1 Tahun,
selanjutnya pindah kerumah sendiri hingga saat ini, selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

1. Anak I, umur 23 Tahun

2. Anak II, umur 18 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan penggugat

dan tergugat ;

3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun dan harmonis selama 18 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat adalah :

- Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk anak dan penggugat, sehingga
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipaksa penggugat yang harus
bekerja mencari nafkah

5 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara penggugat dengan tergugat pada
tanggal 27 agustus 2013 disebabkan penggugat mengeluh dengan sikap dan
perbuatan tergugat selama ini karena tergugat tidak mau mencari nafkah,
namun keluhan pengugat tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat, akhirnya
terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, akibat dari pertengkaran
tersebut antara penggugt dengan tergugat tidak saling perdulikan lagi. bahkan

antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur sejak tahun 2005
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hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi telah berjalan selama 8 tahun. sejak

kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak saling perdulikan lagi

hingga saat ini;

6 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini,
dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak
pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk
membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik
yang harus ditempuh ;

7 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun
dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian
ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa,
mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. menceraikan hubungan perkawinan tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat

(Penggugat );

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang
dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak
mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis
menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan
pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/10/11/1990
Tanggal 28 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pampangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dinazegelen Kantor Pos dan
telah bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera serta oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata benar (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi — saksi di persidangan

sebagai berikut :

1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
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e Bahwa saksi saudara Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai
suami Penggugat ;

e Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah membina
rumah tangga pada mulanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Desa Pampangan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama juga
di Desa Pampangan ;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua
orang saat ini bersama Penggugat ;

e Bahwa rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama
delapan belas tahun tahun kemudian terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara keduanya, saksi melihat lansung cekcok mulut
satu kali disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya
pekerjaan justru yang mencari natkah Penggugat ;

e Bahwa penggugat dan Tergugat meski masih satu rumah tetapi sudah
pisah ranjang sejak tahun 2005 sampai saat ini, rumah tersebut disekat,
yang dibelaknag ditempati Tergugat sedangkan rumah bagian di depan
ditempati Penggugat;

e Bahwa terakhir saksi melihat keduanya bertengkar pada tahun 2013

juga disebabkan masalah pekerjaaan ;

2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
® Bahwa saksi tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat
panggilan seharinya pak haji, keduanya suami isteri ;
e Bahwa rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama

delapan belas tahun kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya
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disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada
Penggugat;

e Bahwa saksi melihat lansung pertengkaran tersebut;

e Bahwa keduanya tidak satu kamar lagi atau pisah ranjang sejak tahun
2005 sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat
menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti
lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir
menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak
pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat
telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan

hak jawabnya ;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan,
maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan
tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai

pertimbangan pendapat Ulama pengarang Kitab Ahkamul Qur’an, Juz 2, halaman 45:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan
orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk
orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa
berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara
menganjurkan Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah setelah menikah
delapan belas tahun, tepatnya tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan berpisah tempat

tinggal, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat tidak mau
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mencari nafkah untuk anak dan penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga dipaksa penggugat yang harus bekerja mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek,
namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka
berlaku ketentuan khusus / lex spesialis karenanya kepada Penggugat dibabani
beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus
membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan

dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu
P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat

diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan
Tergugat terbukti merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah.
Sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan
hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak
melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk

mengajukan gugatan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan.
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Adapun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg

sehingga saksi- saksi tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak
keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat. Saksi I menerangkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan
saksi I menyaksikan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
Keterangan saksi I tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang
menyatakan bahwa saksi II sering melihat secara langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan ekonomi
yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bekerja mencari nafkah, meskipun masih satu

rumah namun tidak satu kamar lagi sejak tahun 2005 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis
Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah

menemukan fakta sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan
yang sah sejak tanggal 04 April 1990;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi,

Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ;
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e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur/pisah
ranjang, meskipun masih satu rumah sejak tahu 2005 sampai saat ini ;

e Bahwa Penggugat kuat tekadnya wuntuk tidak ingin meneruskan
perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat
dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta
tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
selama lebih kurang dua tahun. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut, pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-
sungguh mengingatkan Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan
Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga
Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak
dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat
Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “mewujudkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Bahkan jika perkawinan Penggugat

dengan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak yang tidak
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baik bagi kedua belah pihak dan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan

Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam

dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada

suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti dan patut

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu
ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar

putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang
Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini
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yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan hukum syara’ serta peraturan perundangan yang
berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan,
tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat
( Penggugat ) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering
[lir untuk pencatatan ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M bertepatan dengan
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tanggal 3 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami DRA. HASNIDAR, M.H., yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH
FARCHATY, S.HI dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu

oleh HERMAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat ;
KETUA MAJELIS,
DRA. HASNIDAR, M.H
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.
SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,
HERMAN
Perincian biaya perkara :
1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2 Biaya ATPP Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan Rp. 270.000,-
4 Redaksi Rp. 5.000,-_
5 Materai Rp. 6.000,-
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Jumlah Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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